Mercusuar, 27 Mei 2011

[image: image1.jpg]v

~ 7 LHP BPK

Empat Kabupaten WDP

PALU, MERCUSUAR.- Per-
wakilan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Provinsi
Sulteng, Kamis (25/5), menye-
rahkan secara berturut-turut
empat laporan keuangan (LK)
Pemerintah Dacrah (Pemda)
di aula kantor Perwakilan
BPK RI Provinsi Sulteng. Yak-
ni, Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Banggai, Donggala,
Tojo Unauna (Touna) dan

- Tolitoli.

BPK RI dalam LK tahun
anggaran (TA) 2010 pada
empat Pemda tersebut mem-
berikan penilaian wajar deng-
an pengecualian (WDP).

Dengan demikian, Pemkab
Banggai, Donggala, Touna se-
cara berturut-turut mulai ta-
hun 2009 hingga 2010 menda-
pat penilaian WDP. Hanya
Pemkab Tolitoli yang menga-

-lami tren peningkatan opini
karena tahun 2009 lalu, BPK
RI memberi penilian WDP
(Disclaimer).

Kepala Perwakilan BPK RT
Provinsi Sulteng, Dadang Gu-
nawan, mengatakan, pemberi-
an opini WDP pada laporan
hasil pemeriksaan keuangan
Pemkab Banggai, didasarkan
pada besaran prosentase te-
muan, yakni 1,05 persen dari
cakupan pemeriksaan senilai

Rp12, 55 Milyar, meliputi ne-
raca sebesar Rp143,84 M, dan
laporan realisasi anggaran
(LRA) sebesar Rp1,06 T.

Selanjutnya, temuan pada
LHP Pemkab Donggala seni-
lai Rp19,85 M atau 1,6 persen
dari cakupan pemeriksaan,
meliputi neraca sebesar
Rp345,47M, dan LRA sebesar
Rp889,48 M.

Sementara itu, temuan pa-
da LHP Pemkab Touna senilai
Rp5,50 M atau 0,25 persen
dari cakupan pemeriksaan,
meliputi neraca sebesar
Rp1,40 T, dan LRA sebesar
Rp778,47 M. Adapun temuan
pada LHP Pemkab Tolitoli

+ senilai Rp14 M atau 1,76 per-
sen dari cakupan pemeriksa-
an, meliputi neraca sebesar
Rp57,52 M, dan LRA sebesar
Rp737M

Secara rinci disebutkan item
temuan BPK untuk LK Pem-
kab Banggai, diantaranya
dicantumkan sisa UP Pemkab
Banggai TA 2008 pada
Bendahara Pengeluaran Dis-
nakertrans sebesar Rp118,13
juta, belum disetor ke kas
daerah dan secara fisik tidak
dalam penguasaan bendahara
pengeluarar; nilai persediaan
sebesar Rp2,40M tidak disaji-
kan sesuai dengan keadaan

sebenarnya karena terdapat
persediaan yang tidak disaji-
kan dalam laporan keuangan
dan penatausahaan barang
habis pakai tidak tertib.

Selanjutnya temuan BPK
pada LHP Pemkab Donggala,
diantaranya disebutkan saldo
kas di bendahara pengeluaran
termasuk sisa UP TA 2006
hingga 2009 sebesar Rp379,99
juta yang secara fisik tidak
dalam penguasaan bendahara
pengeluaran serta nilai aset
tetap dalam neraca per 31 De-
sember 2010, disajikan lebih
tingg. ~ehesar Rpl,5 M jika
dibandingkan perhitungan
mutasi aset sejak TA 2008
hingga 2010.

Adapun temuan BPK pada
LHP Pemkab Touna, dianta-
ranya disebutkan sisa TUP
TA 2008 dan 2009 dan sisa UP
TA 2010 secara fisik tidak
dalam penguasaan
Bendahara pengeluaran dan
belum disetor ke kas daerah
sebesar Rp622.715.595.

Sementara itu, temuan BPK
pada LHP Pemkab Tolitoli,
diantaranya disebutkan sisa
uang persediaan TA 2009 dan
2010 sebesar Rp590.811.229
yang secara fisik tidak dalam
penguasaan  bendahara
pengeluaran.piv











